
PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENT ANG 
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 

KAWASAN INDUSTRI MAIWA (KIWA) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI ENREKANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya suatu karakter, citra 
kawasan, tematis serta kualitas bangunan gedung dan 

lingkungan yang berkelanjutan perlu adanya 

pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang 

suatu kawasan; . 

b. bahwa rencana tata bangunan dan lingkungan 

Kawasan Industri Maiwa disusun sebagai acuan dalam 

mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak 

huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan serta 

sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penerbitan 

izin mendirikan bangunan dalam kawasan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengingat: 

dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum perencanaan tata bangunan 

dan lingkungan maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Enrekang tentang Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Industri Maiwa; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5168); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5160); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran 





-4- 

7. Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, 
baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 

8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian ruang. 

9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang. 

10. Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk 
lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan 
lainnya. 

11. Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan 
sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan 
pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang. 

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 

14. Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. 

15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri 
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang 
telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 

16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat 
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan/lingkungan 
yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, 

penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok 
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan 
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian 

rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan 
lingkungan/kawasan. 

17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Industri Maiwa, 
yang selanjutnya disingkat RTBL Kawasan Industri Maiwa adalah 
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adalah kawasan dengan fungsi utarna pernbangunan dan pengendalian 

fungsi kantor pengelola, rurnah karyawan, perdagangan serta ruang 

parneran; 

(2) Blok II rnerupakan kawasan segmen dengan luas 14,279 ha adalah 

kawasan dengan fungsi utarna pernbangunan dan pengendalian fungsi 

rurnah toko/pergudangan; 

(3) Blok Ill rnerupakan kawasan segrnen dengan luas 8,0122 ha adalah 

kawasan dengan fungsi utarna pernbangunan dan pengendalian fungsi 

industri rnakanan; dan 
lllslok IV rnerupakan kawasan segrnen dengan luas 14,486 ha adalah 

kawasan dengan fungsi utarna pernbangunan dan pengendalian industri 

pengolahan. 

Bagian Kedua 

Struktur Peruntukan Lahan 

Pasal 13 

Struktur peruntukan lahan pada Kawasan lndustri Maiwa di bagi atas : 

a. Peruntukan lahan rnakro yang rnerupakan rencana alokasi penggunaan 

dan pernanfaatan lahan pada Kawasan Industri Maiwa yang bersifat 

urnurn dengan penataan perblok perencanaan ,penentuan rencana tata 

guna lahan rnerujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Enrekang dan Rencana Tata Ruang Strategis Kawasan Industri Maiwa 

serta keadaan eksisting kawasan yang telah bersifat perrnanen atau 

rnutlak peruntukannya; dan 

b. Peruntukan lahan rnikro rnerupakan peruntukan lahan rnikro pada 

Kawasan lndustri Maiwa yang rnengatur kegiatan/fungsi aktifitas rnikro 

yang diizinkan pada kawasan rnakro. 

Pasal 14 

Peruntukan lahan rnakro sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 13 huruf a, 

dikelornpokkan rnenjadi 7 fungsi kegiatan dorninan ,yaitu : 

a. peruntukan kawasan perkantoran pengelola; 

b. peruntukan kawasan perdagangan dan ruang perneran; 

c. peruntukan kawasan perurnahan karyawan; 

d. peruntukan kawasan industri; 

e. peruntukan kawasan pergudangan/Rurnah toko; 
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(5) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk : 

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya 
biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbulkan 
akibat pemanfaatan ruang; dan 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan 

penalti. 

Bagian Keempat 

Tertib Bangunan 

Pasal 31 

(1) Sebagai upaya pemanfaatan ruang pada Kawasan lndustri Maiwa agar 
lebih terkendali dengan baik perlu diikuti dengan penyusunan dan 

pemberlakuan peraturan bangunan secara formal. 

(2) Peraturan bangunan setempat di dalam kawasan berupa : 

a. setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan izin membangun 

atau pemanfatan lahan dan ruang , harus dibongkar atau 

dilakukan penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan; 

b. GSB yang telah ditetapkan tidak boleh dilangggar dalam 

mendirikan atau memperbaharui sebagian atau seluruhnya 

bangunan; 

c. bangunan tertentu berdasarkan letak, bentuk, ketinggian dan 

penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi 

sebagai pengamanan terhadap arus lalu lintas baik darat dan 

udara; dan 

d. kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan izin. 

Bagian Kelima 

Administrasi Pengendalian 

Pasal 32 

Adapun bentuk pengendalian yang dapat dilakukan adalah : 

a. pengendalian kawasan RTBL Kawasan Industri Maiwa; 

b. kegiatan pengawasan dan monitoring; 

c. intervensi terhadap wilayah perencanaan; 

d. instalasi atau kegiatan pembangunan; 

e. informasi; dan 

llllmotivasi. 
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